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Berdasarkan pemaparan Pembahasan diatas, maka dapat di tarik 
kesimpulan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information 
Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari 
Konvensi Chicago Tahun 1944 sebagai berikut : 
Pada dasarnya Perjanjian Flight Information Region telah di 
isyaratkan dalam Konvensi Chicago 1944 Chapter IV Measures To Facilitate 
Air Navigation on Article 22 Facilitation of formalities yang menyatakan 
bahwa Setiap Negara Kontrak setuju untukmenerapkansegala tindakan dalam 
prakteknya, dengan adanya peraturan khususatau dengan cara lain, untuk 
memudahkan dan mempercepatnavigasi pesawatdi wilayah negara kontrak. 
Selain dalam article 22 Konvensi Chicago Tahun 1944, Chapter XV Airports 
And Other Air Navigation Facilities On Article 68 Designation Of Routes 
And Airports Konvensi Chicago Tahun 1944 mengisyaratkan adanya 
perjanjian khusus untuk memenuhi pengaturan di bidang udara namun tetap 
harus mengindahkan segala ketentuan dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 
serta menghormati segala rute yang telah ditetapkan oleh Negara-Negara 






Melihat Perkembangan di bidang udara semakin besar sehingga lahir 
ketentuan Annex untuk melengkapi Pengaturan Internasional di bidang 
udara. Dalam Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944 
memberikan dasar hukum yang kuat terhadap Perjanjian Flight Information 
Region, Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944 
menyatakan bahwa Negara Kontrak akan menentukanwilayah yurisdiksi 
negara Kontrak, bagian-bagiandariwilayah udaradan aerodromes dengan 
menyediakan pelayanan lalu lintas udara. Pelayanan lalu lintas tersebut 
didirikandandiberikan sesuaidengan ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago 
1944 , kecuali bahwa, dengan kesepakatan bersama, Negara dapat 
mendelegasikan ke negara lain tanggung jawab untuk membangun dan 
menyediakan layanan lalu lintas udara. Ketentuan Annex 11 Paragraf 2.1 
menjelaskan jika suatu negara mendelegasikan ruang udaranya kepada negara 
lain, maka tanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut di atas teritorial 
negara yang bersangkutan, tidak akan mengesampingkan kedaulatan negara 
yang mendelegasikan. Dengan kata lain, negara lain yang mengelola hanya 
terbatas pada permasalahan teknis dan operasional, dan tidak akan keluar dari 
konteks keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas yang menggunakan 
airspace tersebut dan selanjutnya dibutuhkan suatu perjanjian antara kedua 
belah pihak yang berisi persyaratan-persyaratan tentang pelayanan yang 








Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran-saran sebagai berikut: 
1. Dalam hubungan diplomatik, Perlu disadari bahwa Perjanjian FIR 
Indonesia-Singapura 1995 ini telah diisyaratkan pada Ketentuan Pasal 
458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 
untuk dilakukan peninjaun kembali. Penulis menyarankan sebaiknya 
Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama 
dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Otoritas 
Pertahanan Keamanan Republik Indonesia untuk mengadakan 
Perundingan dengan Pihak Pemerintah Singapura dan Dewan ICAO. 
Hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang menganggu 
stabilitas hubungan antar negara. Selain melakukan perundingan 
diplomatic dengan Negara Singapura, ada baiknya negara Indonesia 
melakukan perundingan diplomatik dengan negara-negara tetangga 
seperti Malaysia.  
2. Dalam hal Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang 
udara, sebaiknya Pemerintah Indonesia segera mungkin menempatkan 
perwakilan-perwakilannya dalam keikutsertaannya di ICAO. Hal ini 
dikarenakan dengan adanya perwakilan Negara Indonesia, hal yang 
menjadi kehendak Indonesia dalam bidang udara bisa dikemukakan 





saat ini saja Indonesia belum menempatkan perwakilan-perwakilannya 
di ICAO. 
3. Dalam hal Pengambilalihan Pelayanan Navigasi (FIR), sebaiknya 
negara Indonesia tidak gegabah dan harus bersikap hati-hati. Karena 
perlu disadari bahwa untuk pengambilalihan FIR tersebut standar yang 
dimiliki Negara Indonesia haruslah sama atau diatas lebih baik dari 
Negara Singapura. Sehingga langkah awal Negara Indonesia adalah 
memperbaiki system Pelayanan transportasi di bidang udara serta 
memberikan pelayanan sesuai dengan standar ICAO. Selanjutnya 
mempersiapkan rencana-rencana yang di susun dalam draft yang 
mencangkup perbaikan system pelayanan di bidang udara, 
meningkatkan kualitas  sumber daya manusia serta membangun 

























A.Kislov, S. Krylov, State Sovereignty in Airspace, Institute of international 
Air law, Monteal, 1958. 
 
Agus Pramono.,  2011, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, 
Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor. 
 
Andrey Sujatmoko., 2005, Tanggung Jawan Negara atas pelanggaran berat 
HAM dalam kasus Timor Leste, Indonesia, dan lainnya, Cikal Sakti, 
Jakarta.  
 
F. Sugeng Istanto., 2010, Hukum Internasional, Cetakan 2, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 
 
IWayan Parthiana., 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, 
Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 
 
-------------------------., 2005, Hukum Perjanjian Internasioanl Bagian II, 
Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 
 
IGN. Maryanto., “Konsepsi Penataan Ruang Udara FIR Indonesia Dalam 
Rangka mendukung Tugas TNI AU pada masa Mendatang”, Kertas 
karya Perorangan Sastra Jaya, Sekolah Staf dan Komando TNI AU, 
2003 
 
J.G.Starke., 2008, Pengantar Hukum Internasional , Penerjemah Bambang 
Iriana Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta. 
 
Jawahir Thontowidan.. Pranoto Iskandar. 2006, Hukum Internasional 
Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung, 
 
K. Martono dan Amad Sudiro.,Hukum Udara Nasional dan Internasional 
Publik, Jakarta, Raja Grafindo Persada 
 
Linggawati Hakim., 2014, Memorandum Akhir Tugas Direktur Jenderal 
Hukum dan Perjanjian Internasional, Buku III, Kementerian Luar 
Negeri Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, 
Jakarta 
 
Michael Akehurst., A Modern Introduction to International, London, George  






Mieke Komar Kantaatmadja, 1994, Hukum Angkasa dan Hukum Tata 
Ruang, Mandar Maju, Bandung. 
 
------------------------------------., 1984, Berbagai masalah Hukum Udara dan 
Angkasa, Cetakan I, Remadja Karya, Bandung. 
 
Mochtar Kusumaatmadja., 2010, Pengantar Hukum Internasional, Buku I 
Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta 
 
Priyatna Abdurrasyid.,1972,  Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Bagian I, 
Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta. 
 
------------------------., 2008, Beberapa Hukum sebagai Pengantar Menuju 
Indoensia Emas 2020, Finhati Aneska bekerjasama dengan Badan 
Antariksa Nasional Indonesia.  
 
Sefriani., 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Cetakan I, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta 
 
Sumaryo Suryokusumo., 1984. Pengantar Hukum Internasional, (Bahan 
Kuliah) Fakultas Pascasarjana Hukum Internasional UNPAD, 
Bandung. 
Suryo Sakti Hadiwijoyo., 2009, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, 
Permasalah Dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjaun Empiris 
Dan Yuridis, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta 
 
Yudha Bakti Ardiwisastra., 1991, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum 
Pengadilan Asing, Cetakan I, Alumni, Bandung 
 
B. Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 tentang  Penerbangan.  Seketariat 
Negara. Jakarta  
 
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Lembaran Negara Nomor 7 
Tahun 1996 Mengenai Pengesahan Agreement Between The 
Government Of The Republic Of IndonesiaAnd The Government Of 
The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary 
Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta 
Flight Information Region. Menteri Negara/Sekretaris Negara 
Republik Indonesia. Jakarta 
 
Convention On International Civil Aviation, Signed At Chicago, On 7 






Vienna Convention on the Law of Treaties at Vienna on 23 May 1969 
 
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or between International Organizations Vienna, 21 
March 1986 
 
The Antarctic Treaty was signed in Washington on 1 December 1959 
 
International Standards Annex 2 Rules Of The Air Cover Sheet To 
Amendment 40 To The Convention On International Civil Aviation 
Tenth Edition July 2005 
 
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 
 
International Civil Aviation Organization,  Annex 11 to the Convention on 
International Civil Aviation, This edition incorporates all 
amendments adopted by the Council prior to 13 March 2001 and 
supersedes, on 1 November 2001, all previous editions of Annex 11. 
Chapter 2.1.1 page 23. 
 
Convention On International Civil Aviation, Signed At Chicago, On 7 
December 1944 (Chicago Convention 1944) 
 
C. Jurnal 
Agus Pramono, Jurnal Nasional Pelayanana Navigasi Penerbangan (FIR) di 
Ruang Udara Wilayah Negara berdaulat dalam Seminar Nasional di 
Semarang Fakultas hukum Universitas Diponegoro berkerjasama 
dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2012. 
 
Jurnal TNI-AU, Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional, bagian Kedua, 
Jakarta, pada 22-24 Desember 2003 
 
Lembaga Ketahanan Nasional, “Bunga Rampai Pertahanan Nasional 
(Konsep Dan Teroi) I”, LEMHANAS, Jakarta, 1980. Lampiran 
Jurnal Dalam Buku Munadjat Danusaputro, Wawasan Nusantara, 
Buku III, Alumni, Bandung, 1983 
 
D. Artikel/Majalah 
Harry Purwanto, dalam Seminar “Penanganan Permasalahan Perbatasan 
Maritim Indonesia dalam Perspektif Kepentingan Nasional 
Indonesia”di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 
tanggal 1 Juni 2012. Di download pada website 
pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content-file-detailinfo&id-36 






Iast Gunawan, usir pesawat tempur singapura dari udara nkri diakses pada 
tanggal 19 September 2015 pada website http://jurnalintelijen.id 
 
Jokowi perintahkan ambil alih ruang udara yang dikuasai singapura 
diakses pada tanggal 16 September 2015 pukul 16:25 WIB  pada 
website http:// news.liputan6.com   
 
Khairil Azm, Direktur Eksekutif TANDEF MTA 1 MTA 2 serta dca 
Indonesia singapur http://jakartagreater.com diakses pada tanggal 
23 September 2015, pukul 22:20 WIB. 
 
Kolonel PNB Supri Abu S,H,. M,H., Wilayah Udara RI Masuk FIR 
Singapura http://tabloidaviasi.com,  diakses pada tanggal 16 
Sepetember 2015 pukul 01:25 WIB. 
Komisi V Desak Pemerintah Kembali Kuasai Udara Batam, Tanjung 
Pinang dan Natuna diakses pada tanggal 16 september 2015 pukul 




























Peta wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadi obyek 




























Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia 
And The Government Of The Republic Of Singapore On The 
Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight 

















































































Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia 
And The Government Of The Republic Of Singapore On Military 




























































Roadmap Pengambil Alihan FIR Di Atas NatunaOleh 





















































Surat Keterangan Riset No : SKET/JB/1284/12/2015/66 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Badan Pengkajian 















































Surat Keterangan Riset No. 881/V Base Operation Lanud 
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